
RKA & DIPA 2026 

Tahun Anggaran 2026, LPSK memperoleh pagu alokasi anggaran sebesar Rp259.222.211.000. 

Angka ini meningkat Rp29.302.856.000 atau 11,30% dibandingkan pagu Tahun 2025 sebesar 

Rp229.919.355.000. Alokasi tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-

626/MK.03/2025 tanggal 29 September 2025 tentang penyampaian alokasi anggaran 

Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026. 

Komposisi Pagu Anggaran LPSK Tahun Anggaran 2026 lebih besar untuk pelaksanaan program 

penegakan dan pelayanan hukum dalam rangka pemberian layanan perlindungan bagi saksi dan 

korban, yaitu sebesar Rp138.359.680.000. Sedangkan pada program dukungan manajemen, 

anggaran lebih banyak dialokasikan untuk pembayaran gaji pegawai sebesar Rp64.434.954.000 dan 

untuk operasional perkantoran (pembayaran gaji tenaga operasional pengamanan, pramubakti, dan 

pengemudi di lingkungan LPSK, pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran, pembayaran 

langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran lainnya) sebesar 

Rp56.427.577.000,00. 

Namun, dari total pagu tersebut, LPSK diwajibkan melakukan pemblokiran anggaran sebesar 

Rp63.780.005.000 atau 24,60% dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Tahun 

Anggaran 2026. Kebijakan ini mengacu pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-817/MK.03/2025 

tanggal 8 Desember 2025 hal Tindak Lanjut atas Surat Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 

2025 terkait Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026. 

Dengan adanya pemblokiran tersebut, maka pagu efektif LPSK Tahun 2026 menjadi 

Rp195.442.206.000. 

 

NO PROGRAM 
PAGU ALOKASI 

ANGGARAN (RP) 

PAGU RO 

KHUSUS (RP) 
PAGU EFEKTIF (RP) 

1 
Program Penegakan 

dan Pelayanan Hukum 
122.213.277.000 45.906.193.000 76.307.084.000 

2 
Program Dukungan 

Manajemen 
137.008.934.000 17.873.812.000 119.135.122.000 

JUMLAH ANGGARAN 259.222.211.000 63.780.005.000 195.442.206.000 


